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ABSTRAK

Veni, Implementasi Tanda Daftar Usaha PariwisataBidang Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi di Salopi Kecamatan Lembang (Analisis Siyasah
Dusturyah), (di bimbing Oleh Hj. Muliati dan Hj.Saidah)

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi tanda daftar usaha pariwisata
bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi di Kabupaten Pinrang.
Masalah dalam penelitian ini adalah pada tanda daftar usaha pariwisata atau izin
usaha pariwisata di Pantai Salopi Kecamatan Lembang, Karena di atur dalam
Undang-Undang Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 maka dari itu penulis berfokus
pada impelementasi Peraturan Daerah Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan
data primer dan data sekunder.Data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara
dengan pihak-pihak terkait yaitu pemilik usaha pariwisata dan instansi terkait, data
sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat
memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, Koran maupun dari
website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara
langsung dengan pihak terkait dan dokumentasi.Lokasi penelitian ini ada di Salopi
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya usaha pariwisata di
salopi kecamatan lembang kabupaten pinrang yang belum memiliki tanda daftar
usaha pariwisata atau izin usaha pariwisata, dalam hal ini pengawasan terhadap
aktivitas penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten pinrang masih belum
optimal sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan oleh beberapa pihak
penyelenggara usaha pariwisata.Factor penegakkan hokum, belum ada peraturan
khusus yang mengatur tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang
yang dapat mengakomodir pelaku usaha pariwisata mulai dari tahap perizinan,
pengendalian, pengawasan hingga pembinaan.

Kata Kunci ;: Tanda Daftar Usaha Pariwisata
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
w Ba B Be
o Ta T Te
& Tha Th te dan ha
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
dibawah)
> Kha Kh ka dan ha
B Dal D De
B Dhal Dh de dan ha
; Ra R er

Xiii



Zai Z zet
Sin S es
Syin Sy es dan ye
Shad $ es (dengan titik
dibawah)
Dad d de (dengan titik
dibawah)
Ta t te (dengan titik
dibawah)
Za z zet (dengan titik
dibawah)
‘ain ‘ koma terbalik
keatas
Gain G ge
Fa F ef
Qof Q qi
Kaf K ka
Lam L el
Mim M em
Nun N En

Xiv




R Wau W We

» Ha H Ha

. Hamzah ’ Apostrof
Ya Y Ye

¢

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*)

b. Vokal

1)Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
! Kasrah I I
i Dammah U U

2)Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
X fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adanu
Contoh:
&S kaifa
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ds> : haula
c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
&/ fathah dan alif atau A a dan garis diatas
ya
(s- kasrah dan ya I i dan garis diatas
¥ dammah dan wau U u dan garis diatas
Contoh:
&la: mata
*): rama
Jé : qila
&34 : yamiitu

d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1). Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t]

2). Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h].
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Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).
Contoh:
%351‘3-1253 : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
ALGliGadll 1 Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
A& : Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (5), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
G5 : Rabbana

s Najjaina

&3l : Al-Haqq

&l Al-Hajj

Az . Nu'ima
e : ‘Aduwwun

Jika huruf s bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢s:), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

XVii



{20¢ @ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
Sle :“Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contoh:

Contoh:
sl : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
4350 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
FER : al-falsafah
A : al-biladu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

O30ak : ta’murina
£ 3 : al-nau’
i : syai’un
&l ; umirtu
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h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),
Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (a9)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

& & Dinullah &y billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Alad ;) 8 sh Hum fi rahmmatillah

J.  Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

XiX



kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abii)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

SWi. = subhanahu wa ta‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

XX



l. = Lahir Tahun
W. = Wafat Tahun

QS./.: 4

QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

b =ik

o2 =80 s

& = Al M/ AT )
z 5

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di

jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. . editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

XXi



Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt membawa limpahan kekayaan bagi rakyat indonesia, keaneka
ragaman suku dan budaya, kondisi alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, seni
dan budaya merupakan sumber daya dan salah satu faktor pendukung terpenting bagi
kelangsungan dan kesejahteraan bangsa indonesia. Indonsia merupakan negara yang
memiliki wisata yang beragam dengan berbagai bentuk pulau, gunung-gunung serta
wisata lainnya.. Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “al-
siyahah, al-rihlah”, dan al-safar atau dalam bahasa inggris dikenal
dengan “fourism”. Dalam kitab Al-Quran maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang
menyerukan untuk melakukan perjalanan atau pariwisata dan menikmati berbagai
fenomena dan keindahan alam. Pembahasan ini menghantarkannya pada penyerahan
diri, ketundukan kepada-Nya. Dalam firman Allah Q.S Ali-Imran surah ke 3 ayat
190:

L 1S e ey g Gy W15 sl iR s G,

Terjemahannya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang beraka™*.
Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan “perkenalan langit dan bumi, dan
pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia yang
berakal, mengira dan yang perlu berakal. Sadar akan alam, Ayat ini menegaskan

bahwa kepunyaan Allah terhadap alam, apa yang ada di langit dan di bumi adalah

'Kementrian Agama Republik Indonesia, alquranul karim dan terjemahannya



miliknya yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik melalui sarana manusia yang
berakal”?.

Akhir-akhir ini kegiatan pariwisata pada Indonesia menerangkan peningkatan
yg signifikan. Terbukti menggunakan semakin banyaknya wisatawan mancanegara yg
berkunjung ke tempat wisata pada Indonesia. Berdasarkan data badan pusat statistik,
jumlah kunjungan wisatawan ke indonesia dalam November 2016 semakin tinggi
19,98 % dibandingkan bulan yg sama tahun sebelumnya, berdasarkan 835,41 ribu
kunjungan sebagai 1,00 juta kunjungan. Tidak hanya itu, wisatawan lokal jua sangat
antusias buat mengunjungi loka-loka wisata yg tersedia. Hal ini tentunya sebagai
catatan positif bagi pemerintah Indonesia sekaligus sebagai tantangan ke depan agar
lebih meningkatkan tempat pariwisata pada Indonesia.  Selain Itu, dampak
berdasarkan peningkatan kunjungan tadi tentunya sebagai laba bagi para pengusaha
pariwisata yg ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pengertian tentang pariwisata yakni
“Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai
fasilitas dan layanan yg disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, &
Pemerintah Daerah”.

Jika Anda ingin menjalankan bisnis pariwisata swasta, Anda harus terlebih
dahulu mendapatkan izin sebelum mengoperasikan destinasi wisata. Artinya di
bidang perizinan pariwisata, pihak swasta harus mendapatkan persetujuan pemerintah
negara bagian atau daerah untuk mengesahkan lokasi usaha pariwisatanya. Hal ini
dilakukan agar pihak swasta memperoleh perlindungan hukum atau jaminan hukum
agar penyelenggara usaha pariwisata menjalankan usahanya. Hal itu juga di atur

dalam isi pasal 2 peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

? Lisa annisa pricillia, analisis figh siyasah trhadap implementasi pasal 17 peraturan way
kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal, fakultas syariah universitas negri raden intan
lampung, 2020, h.4



Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyebutkan kegunaan dari Pendaftaran Usaha
Pariwisata® yakni:
a) Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi
pengusaha;
b) menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan
mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Secara garis besar perizinan mempunyai fungsi sebagai pembinaan yang dapat
di artikan sebagai ketika di berikannya izin usaha dari dinas terkait atau pemerintah
dalam hal ini dinas perizinan, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan atau
mengoprasikan usahanya. Hal ini mengartikan bahwa izin usaha adalah sebuah
instrumen atau kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang di buat untuk
mengendalikan aktivitas ekonomi yang di lakukan oleh penyelenggara usaha
pariwisata. Demikian hal itu di lakukan dengan fungsi sebagai usaha untuk
merekayasa masyarakat, di karenakan adanya suatu izin menjadi sangat penting yang
berguna untuk menertibkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan
ekonomi dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini terdapat dua jenis izin pariwisata
yakni:

1) pendaftaran usaha daya tarik wisata
2) pendaftaran usaha kawasan usaha pariwisata.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP)
pelayanan perizinan dan non perizinan yang di lakukan di kabupaten pinrang yang
memiliki peranan penting dalam memberikan suatu izin pada penyelenggara usaha
yang memiliki dampak paling penting dalam kemajuan suatu darah dalam bidang
ekonomidi Kabupaten Pinrang.dalam hal ini juga di lakukan untuk membuat
masyarakat lebih tertib dalam hal administrasi dalam membangun Kabupaten Kota
Pinrang yang lebih maju. Dinas perizinan Kabupaten Pinrang dalam hal ini

DPMPTSP dalam melakukan pelayanan publik harus berpedoman pada standar

% Jurnal Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar
Usaha yang menyebutkan kegunaan dari Pendaftaran Usaha Pariwisata.



pelayanan publik yang di tuangkan dalam lampiran pasal 4 undang-undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang di maksud®*, yaitu:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Dalam pemerian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi
maupun golongan.

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,gender,
dan status ekonomi.

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus di laksanakan,

baik oleh pemberi maupun penerima layanan.

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang
tugas.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh
informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

10) Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehinggatercipta keadilan

dalam pelayanan.

11) Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktusesuai dengan

standar pelayanan.

12) Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

kota Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan objek wisata yang berkontribusi pada

daya tarik kota yang unik. Memang, daya tarik wisata di Pinrang, Sulawesi Selatan,

telah menarik perhatian untuk melihat keindahan wisata air terjunnya serta pantai

yang telah banyak dipublikasikan. Kota Pinrang, Sulawesi Selatan memiliki

* Jurnal Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



lingkungan alam yang belum sepenuhnya tergarap oleh para ahli, sehingga masih
banyak sumber daya alam yang belum terkspose®. Selanjutnya jumlah objek wisata di
Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan dari yang tertuang dalam Peraturan
Daerah di atas, yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan, penyelenggaraan, dan
pengawasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah daerah, khususnya pelayanan
perizinan usaha pariwisata. Hal ini harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal pelayanan, pelaksanaan, dan pengawasan
terkait perizinan usaha pariwisata.

Salah satu tempat wisata yang menjadi sorotan adalah tempat wisata Salopi di
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Pantai Salopi, Kecamatan Lembang,
Kabupaten Pinrang memiliki pantai yang indah diapit oleh pohon kelapa dan hanya
berjarak sekitar 200 meter dari jalan poros Pinrang — Polman. Baik karyawan maupun
mahasiswa akan menikmati wisata keluarga dan pesta outdoor’. Namun kawasan
wisata tersebut menjadi polemik, berdasarkan informasi yang beredar dan temuan
observasi pertama yang penulis lakukan, bahwa keberadaan objek wisata tersebut
dianggap melanggar undang-undang dan belum memiliki izin usaha pariwisata untuk
beroperasi. Masalah kemudian muncul bahwa ada berbagai objek wisata yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Pinrang tanpa persetujuan dari pemerintah setempat.
Dalam skenario ini, pemerintah daerah harus memberikan pengawasan yang optimal
terhadap kegiatan usaha pariwisata, sehingga setiap usaha pariwisata harus
mendapatkan izin dari pemerintah daerah Kabupaten Pinrang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan uraian masalah di atas, olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti
permasalahan proses perizinan usaha atau tanda daftar usaha pariwisata dan
Bagaiamana Implemntasi peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 1 tahun 2016
tentang tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten pinrang, Oleh sebab itu, penulis

® https://ihategreenjello.com/27-daftar-pesona-keindahan-wisata-di/
® https://www.kabarbugis.id/posts/view/75/pemkab-pinrang-bakal-jadikan-pantai-salopi-
sebagai-ekowisata.html



mengangkat judul “Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Salopi Kecamatan
Lembang (Analisis Siyasah Dusturyah)”, untuk membatasi pembiasan judul
penulis melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi tanda daftar usaha
pariwisata bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan pariwisata dan rekreasi di

Salopi KecamatanLembang Kabupaten Pinrang..

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang
dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :
1. Bagaimana syarat dan prosedur penetapan pemberian TDUP usaha pariwisata
di kabupaten pinrang?
2. Bagaimna perlindungan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha pariwisata Di kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturyah Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang penerbitan
tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui carapembuatan atau penerbitan tanda daftar usaha.
3. Untuk Mengetahui bagaimana sanksi hukum apabila melanggar atau

mendirikan usaha tanpa tanda daftar usaha.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah
informasi bagi penelitianlainnya yang membahas masalah terkait atau

serupa dengan penelitian ini.



b)

. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang
berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan
suatu kebijakan.

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan
pertimbangan dalam memutuskan untuk menjalankan suatu usaha dalam
bidang pariwisata.

Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan
Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh
gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya

sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sesulihing Tyas Pireno, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Dengan Judul Pengawasan Terhadap Kepemilikan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tirta Sebagai Bentuk Pengendalian Usaha Wisata
Selam Di KarimunjawaPersamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah
sama-sama mengkaji tentang izin pariwisata dan metode penelitian yang di gunakan
adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah
penelitian yang di lakukan oleh penulis membahas tentang implementasi tanda daftar
usaha pariwisata sedangkan penelitian yang di lakukan Sesulihing Tyas Pirno lebih di
tekankan pada pengawasan dan kepemilikan usaha pariwisata, perbedaan dari kedua
penelitian ini juga terletak pada study kasus atau tempat penelitiannya’.

Kajian kedua berjudul Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Retribusi
Tertentu (Studi di Kabupaten Samosir), dilakukan oleh Lona Oktavia Rajagukguk,
mahasiswa Universitas Sumatera Utara. , namun terdapat perbedaan metode
penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif; Peneliti Muh Lona
Oktavia, sebaliknya, menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mempelajari
asas-asas  hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah  hukum, dan
sebagainya.perbandingan hukum, perbedaan juga terdapat pada variabel X,penelitian

penulis lebih berfokus pada izin usaha dan implementasi perda sedangkan peneliti

"Sesulihing Tyas Pireno,” “Pengawasan Terhadap Kepemilikan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata Tirta Sebagai Bentuk Pengendalian Usaha Wisata Selam Di Karimunjawa ”., Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya



Lona Oktavia Rajagukguk selain membahas perizinan juga membahas tentang
pengawasan izin pariwisata’.

Kajian ketiga yang bertajuk “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perizinan
Terkait Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan” dilakukan oleh Said Fahrin mahasiswa
Universitas Sumatera Utara. , sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada izin
usaha dan pelaksanaan peraturan daerah, sedangkan peneliti Said Fahrin lebih fokus
pada pengelolaan tanda pendaftaran usaha pariwisata. Perbedaan juga terdapat pada
variabel X. Penelitian penulis lebih fokus pada perizinan usaha dan pelaksanaan
peraturan daerah, sedangkan peneliti Said Fahrin lebih fokus pada perizinan®.

B. Tinjauan Teori
1. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai
pedoman perencanaan dan landasan bagi pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan
pedoman perilaku. Istilah ini berlaku untuk pemerintah, organisasi, kelompok sektor
swasta dan individu. Kebijakan berbeda dengan aturan dan hukum. Ketika undang-
undang dapat memaksa atau melarang tindakan (misalnya pembayaran pajak
penghasilan), pedoman hanyalah panduan untuk tindakan yang paling mungkin
menghasilkan hasil yang diinginkan.

Prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampak.
Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, administratif, keuangan,
atau administratif untuk mencapai tujuan. Kebijakan juga dapat berhubungan dengan
proses pengambilan keputusan organisasi yang penting, seperti: B. Mengidentifikasi

berbagai alternatif.

® Oktavia Rajagukguk. ” Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ( Studi di Kabupaten
Samosir ). ” Universitas Sumatera.

? Said Fahrin.” Judul Implementasi Kebijakan Pengurusan Perizinan terkait Tanda Daftar
Usaha Pariwisata (TDUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan "Universitas Sumatera Utara
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2. Teori siyasah dusturyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yaitu tentang hukum
negara. Dalam hal ini, pilar-pilar penting legislasi, seperti konstitusi (sejarah
konstitusi negara dan sejarah legislasi nasional), legislasi (cara membuat undang-
undang), sistem demokrasi dan konsep syura juga dibahas. .. Selain itu, penelitian ini
memaparkan konsep negara hukum Siyasa, interaksi antara pemerintah dan warga

negara, serta hak-hak warga negara yang dilindungi®.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata osbs —ssa — 4ubs ) sasa, yasusu,
siyasatan ) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian linguistik ini berarti bahwa tujuan
siyasah adalah mengatur sesuatu secara politis dan menciptakan politik untuk
mencapai sesuatu. Secara terminologi, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan
siyasah sebagai perjanjian hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan
kepentingan.

Sedangkan makna as-siyasah untuk pengunaan pada zaman modern saat ini,
adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan
daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

2. As-siyasah adalah ilmu tentang negara, meliputi kajian akan aturan-aturan
negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum.
Termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala
perangkat yang di gunakan dalam aturan-aturan internal tersebut, misalnya
undang-undang tentang partai politik, pada siklus pergantian mengatur

negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.

' Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, h. 177
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Duturiyah berasal dari Dusturi, Persia. Awalnya itu berarti seseorang yang
memiliki otoritas dalam politik dan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata
itu digunakan untuk merujuk pada anggota imam Zoroaster (pemimpin agama).
Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang maknanya
menjadi  asas/perkembangan. Secara konseptual, Dustuuriyah menghadirkan
seperangkat aturan, baik tidak tertulis (kebiasaan) maupun tertulis (konstitusional),
yang mengatur tentang pembentukan dan kemitraan antara anggota masyarakat
nasional.

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan
perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam
rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.
Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada
konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam
dalam hukum-hukum syari,,at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi,
baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian,
siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah perundang-
undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari“at.

Ruang lingkup figh siyasah menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam
Al-Sulthaniyat ada 5 macam :

1. Siyasah dusturyah (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah maliyah (siyasah keuangan)

3. Siyasah gadhiyah (siyasah peradilan)

4. Siyasah harbiyah (siyasah peperangan)

5. Siyasah idariyah (siyasah administrasi)

Siyasah dusturyah adalah figh siyasah yang membahas masalah perundang-
undangan negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu
negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi

dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.
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C. Tinjauan Konseptual
1. Kebijakan

Salah satu unsur terpenting suatu bangsa adalah kebijakan, yang dapat
dipahami sebagai seperangkat aturan yang diikuti oleh individu atau kelompok ketika
melakukan sesuatu. Selain itu, ada banyak komponen kebijakan, salah satunya adalah
kebijakan publik, yang merupakan aspek paling mendasar dari administrasi publik.
Kebijakan publik juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang sebanding dengan cara kerja
otak dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam kehidupan, baik
privat maupun publik, serta dalam masyarakat, harus dimulai dengan birokrasi. tanda
pendaftaran.

Dalam bidang organisasi, kelompok, kota maupun negara, suatu kebijakan
adalah alat atau sesuatu yang sangat berguna untuk menjelaskan hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat. Karena dalam ketertiban umum hal ini adalah sesuatu
yang mengawali segala proses dalam penyelenggaraan suatu negara baik itu dalam
pembangunan maupun hal lain yang menyangkut kebijakan negara. Kebijakan publik
juga di anggap sebagai titik paling penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang di lakukan oleh pemerintah dalam suatu negara.**

Aston menegaskan bahwa keputusan politik yang dibuat oleh sekelompok
pejabat pemerintah yang kompeten dalam sistem politik menghasilkan Kebijakan
Publik. Sementara itu, Anderson mengklaim bahwa kebijakan publik adalah
kumpulan dari mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti atau di laksanakan oleh
seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan permasalahan atau
sesuatu hal yang di perhatikan. Pada dasarnya kebijakan publik haruslah dapat
menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti penyelesaian konflik atas
kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar dan

lainnya.

“Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik :Konsep Dan Aplikasi
Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.


http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?author=%22Deddy+Mulyadi%22&search=Search
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Proses pembuatan kebijakan publik setidaknya harus memenuhi beberapa
unsur, yaitu sebagai berikut:
1. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan
Proses pembuatan keputusan dapat di lakukan melalui partisipasi
politik baik secara individu maupun kelompok. Sekalipun prosvs pemilihan
bersifat individual, tetapi dalam pemilihan tersebut mengikut sertakan
banyak orang untuk memilih si pengambil keputusan yang akan mewakili
mereka di lembaga pembuat keputusan. Sehingga pengambil keputusan
merupakan hasil dari keputusan bersama di masyarakat yang di lakukan
melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan masyarakat secara luas baik
secara langsung maupun tidak langsung.
2. Peraturan pembuatan keputusan
Peraturan di buat untuk mengatur hal-hal yang ingin di atur secara
formal. Proses pengambilan keputusan juga perlu untuk di atur dalam suatu
produk hukum agar keputusan yang di hasilkan memiliki legalilitas secara
formil. Hal-hal yang di atur mengenai pengambilan keputusan biasanya
berupa persentase atau jumlah orang yang memberikan persetujuan dalam
mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya.
3. Formula pengambilan keputusan
Formula pengambilan keputusan pada dasarnya di bagi menjadi dua,
yaitu mufakat (semua orang harus memberikan persetujuan) dan suara
terbanyak. Formula yang terakhir dapat di bagi tiga, yaitu dua pertiga dari
orang yang berhak mengambil keputusan, formula mayorita (50% +1), dan
formula pluralitas (suara yang lebih banyak).
4. Informasi
Proses pembentukan kebijakn publik sangat di pengaruhi informasi
yang di dapat. Informasi yang di dapatkan akan di diskusikan, di

perdebatkan, dan di carikan jalan keluar berupa pengambilan keputusan.
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Jadi, dapat di simpulkan bahwa keputusan merupakan tindak lanjut dari
informasi yang di himpun.
Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut:
1. Memiliki maksud dan tujuan tertentu
2. Di buat oleh pihak yang berwenang.
3. Terintegritas antara kebijakan yang satu dengan yang lain
4. Berkaitan dengan apa yangsesungguhnya di kerjakan oleh pemerintah bukan

apa yang ingin di kerjakan oleh pemerintah.

o

Bersifat popular dantidak popular
6. Berdampak positif dan/atau negatif
7. Di lanksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, teori kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan teori
kelembagaan (Institutionalism Theory) sebagai teori pendukung. Fredericson dan
Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori
yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang di bentuk oleh seperangkat
aturan, peran, norma dan harapan yang maengatur seseorang atau kelompok dalam
berperilaku dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Lynn, Teori kelembagaan
juga dapat di definisikan sebagai pertanggung jawaban tentang bagaimana institusi-
institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.

Teori kelembagaan merupakan suatu kajian dasar dalam menyelesaikan
lembaga permasalahan sosial karena pada umumnya kehidupan manusia tidak lepas
dari lembaga politik. Berdasarkan perspektif hukum tata negara dan hukum
administrasi negara bahwa lembaga negara di bentuk dalam rangka untuk mencapai
tujuan negara dan konsekuensi apabila lembaga negara tidak ada adalah negara akan
lumpuh sebab tidak ada organ penggerak. Menurut Montsqueiu terdapat tiga cabang
lembaga kekuasaan yaitu :

1. Lembaga legislatif, yakni cabang kekuasaan yang berwenang membuat

peraturan undang-undang.
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2. Eksekutif , yaitu cabang kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala
ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Yudikatif, yaitu cabang kekuasaan yang berwenang mengadili tindakan yang
berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kelembagaan mengarah pada pertanggung jawaban atas
pelaksanaan fungsi dan tugas suatu lembaga yang bersifat formal dan legal baik
secara struktur kelembagaan, kekuasaan, aturan prosedural, fungsi dan tugas lainnya.
Selain itu, hubungan formal antara lembaga menjadi fokus teori kelembagaan. Teori
kelembagaan juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan publik dari segi kolaborasi
baik berupa pola maupun perilaku manusia. Ringkasnya struktur, aturan, dan
prosedur kelembagaan dapat memberikan feedback yang sangat berarti pada
kebijakan, dan hal ini tentu saja tidak bisa di abaikan dalam proses analisi kebijakan.

Teori kebijakan publik dan teori kelembagaan merupakan suatu kesatuan yang
tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Kebijakan publik yang merupakan produk dari
teori kelembagaan akan di laksanakan oleh suatu lembaga baik secara internal
maupun external. Kdua teori di atas pada dasarnya di hadirkan dalam rangka untuk
merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat agar dapat di selesaikan termasuk

permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskim.

2. Pengrtian Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tanda Daftar usaha Pariwisata (TDUP) merupakan suatu kebijakan yang di
keluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang berbagai jenis usaha dan industri
dalam sektor pariwisata dalam hal ini menyangkut perizinan dalam melakukan atau
mendirikan suatu usaha yang isinya seperti, perjalanan wisata, sektor pariwisata
kegiatan rekreasi dan hiburan serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan
pariwisata. Dalam melakukan usaha haeruslah memiliki izin terlebih dahulu agar
usaha memiliki jaminan hukum yang apabila di kemudian hari terdapat masalah maka
dapat di ajukan dalam pengadilan. Adapun hal yang membuktikan penyelenggara

usaha memiliki izin yaitu di buktikan dengan dokumen yang berisi izin yang
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langsung di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perizinan. Dokumen ini
secara resmi menyatakan bahwa perusahaan terdaftar dalam daftar bisnis pariwisata
dan diizinkan untuk menjalankan bisnis pariwisata.*?.

Surat Tanda Registrasi Usaha Pariwisata pengusaha pariwisata merupakan
dokumen penting. Hal ini karena salah satu persyaratan paling mendasar untuk
menjalankan usaha pariwisata di suatu kabupaten, kota, atau provinsi terpenuhi.
Seorang pengusaha harus mendaftarkan bisnis yang dimiliki ke One- Menghentikan
Kantor Pelayanan Terpadu Penanaman Modal di Kabupaten atau Kota tempat usaha
tersebut berada untuk memperoleh izin pariwisata. Namun demikian, pendaftaran
usaha diserahkan kepada PTSP provinsi sebagai bukti bahwa izin usaha tersebut
berlokasi apabila usaha pariwisata tersebut berlokasi di lebih dari satu kabupaten atau

kota..™

3. Jenis Usaha Pariwisata

Di dalam usaha pariwisata juga memiliki banyak jenis usaha. Jenis usaha
pariwisata yang beragam juga di atur Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup
jenis usaha Pariwisata yaitu:

a) Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik
wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata
buatan/binaan manusia.

b) Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau
mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan
pariwisata.

c) Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan
untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi

regular/umum.

12 https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/560
'3 https://www.pengadaan.web.id/2019/03/tanda-daftar-usaha-pariwisata-tdup.html
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17

Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen
perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa
perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan
perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa
pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi
serta pengurusan dokumentasi perjalanan.

Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk
proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai
minuman.

Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan
penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata,
bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang
digunakan untuk tujuan pariwisata.

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang
ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena
permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya
yang bertujuan untuk pariwisata.

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok
orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha
sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam
rangka menyebarluasakan informasi dan promosi suatu barang dan jasa
yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita,
feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang

disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
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J) Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan
rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha,
penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan**.
k) Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau
mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
I) Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan
olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya
yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan
waduk.
m) Spa adalah usaha perawatan dan pembersihan tubuh yang memberikan
layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-
rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan
tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan
tradisi dan budaya bangsa Indonesia>.
n)
4. Ketentuan Penyelengaraan Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang

Usaha pariwisata Sebagai salah satu sektor atau hal yang terlibat dalam usaha
meningkatkan pendapatan daerah dalam hal ini pemerintah yang bertanggung jawab
atas penyediaan layanan usaha dan juga sebagai penanggung jawab dalam suatu
daerah tertentu yang terlibat dalam menjalankan pemerintahan, pelaku usaha harus
mendapatkan izin industri pariwisata dari pemerintah daerah, dalam hal ini
pemerintah Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, pemilik usaha pariwisata harus
terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum memulai usaha. Untuk itu, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Pinrang merupakan lembaga di bawah kewenangan pemerintah daerah yang bertugas

¥ pasal (1) angka 2 peraturan mentri kebudayaan dan pariwisata

nomorPM.94/HK.501/MKP/2010. Tentang tata cara pendaftaran usaha jasa konsultasi pariwisata.

Phttps://cashbac.com/blog/pengertian-spa-semua-hal-tentang-spa/
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memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, khususnya perizinan
perusahaan pariwisata.

Namun, sebelum mengajukan izin, pelaku usaha harus terlebih dahulu
mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari instansi terkait (dalam hal ini Dinas
Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang) (DISPASPOR). Tujuan pendaftaran
usaha pariwisata ditegaskan dengan Peraturan Nomor 1 tahun 2016 tentang tanda
pendaftaran usaha pariwisata, yang menjelaskan mengapa pengusaha pariwisata yang
ingin memulai usaha harus terlebih dahulu memperoleh izin:

1. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi

pengusaha; dan

2. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan

mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Lebih lanjut dalam Pasal 4Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun
2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata menyebutkan usaha pariwisata
meliputi®;

1. daya tarik wisata;

2. kawasan pariwisata;

3. jasa transportasi wisata;

4. jasa perjalanan wisata;

5. jasa makanan dan minuman;

6. penyediaan akomodasi;

7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

9. jasa informasi pariwisata;

10. jasa konsultan pariwisata;

11. jasa pramuwisata;

12. .wisata tirta; dan

16 Jurnal Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha
Pariwisata pasal 4.
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13. spa.

Kemudian, menurut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Pasal 9 ayat (1) terkait dengan pengembangan
usaha dan pemasaran pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melakukan penelitian dan pengkajian, serta pembinaan objek daya tarik wisata,
sarana wisata, dan upaya pengembangan potensi wisata. Dinas Pariwisata dan
Olahraga membantu Bupati Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan
perizinan dan penanaman modal, dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung
jawab kepada dan bertanggung jawab kepada Bupati Pinrang. Terkait persyaratan dan
tata cara pendaftaran usaha pariwisata yang di keluarkan oleh Dinas Pariwisata dan
Olahraga di atur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016
mengenai rincian tugas dalam pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan
disebutkan bahwa":

“Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)”

Dinas Pariwisata dan Olahraga membuat dan menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2016 tentang Tandan Pendaftaran Usaha.
Salah satu SOP tersebut mengatur tentang persyaratan dan tata cara mendapatkan
Pendaftaran Usaha Pariwisata. Sertifikat (TDUP) bagi pelaku usaha pariwisata.
Pariwisata memberikan legitimasi untuk memperoleh izin usaha pariwisata di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi sebagali
perangkat daerah Kabupaten Pinrang dalam hal memberikan pelayanan perizinan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang

7 Jurnal Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Pinrang,
pasal 9 ayat (1).
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Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata mengatur tentang pendaftaran usaha pariwisata. Oleh karena
itu, diperlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk menjalankan usaha pariwisata.
Peraturan Bupati no. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Organisasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Terpadu Kabupaten Pinrang mengatur tentang penerbitan tanda daftar usaha
pariwisata.

Mekanisme untuk mengajukan permohonan perizinan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yaitu:

1. Permohonan pendaftaran;
2. Pemeriksaan berkas permohonan; dan
3. Penerbitan TDUP.

Permohonan Pendaftaran izin usaha kemudian diatur dalam Pasal 21
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata di sebutkan dalam pasal bahwa'®:

a) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukansecara tertulis oleh

Pengusaha Pariwisata.

b) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
dokumen persyaratan.
c) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. usaha perseorangan:
a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b) fotokopi NPWP; dan
c) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.

'8 Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata, pasal 21.
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2. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:

a)

b)
c)

d)

akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi

perubahan);
fotokopi NPWP; dan

perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), khusus untuk:

1.

usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak
pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;

usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak
atas tanah;

usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan
tertulis dari Pengusaha Pariwisatatentang perkiraan
kapasitas jasa transportasi wisatayang dinyatakan dalam
jumlah kendaraan, kapalatau kereta api, serta daya
angkut yang tersedia;

usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi
keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisatatentang
perkiraan kapasitas jasa makanan danminuman yang
dinyatakan dalam jumlah kursi;

usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan
tertulis  dari Pengusaha  Pariwisata  tentang
perkiraankapasitas  penyediaan  akomodasi  yang
dinyatakandalam jumlah kamar serta tentang fasilitas
yangtersedia; dan

usaha wisata tirtasubjenis dermaga wisata,dilengkapi
izin operasional sesuai dengan ketentuanperaturan

perundang-undangan.
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Setelah kelengkapan berkas permohonan telah di penuhi oleh calon pelaku

usaha pariwisata, selanjutnya Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu (PTSP)

Terpadu dalam hal ini Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP), memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha

pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang

diterima setelah calon pelaku usaha pariwisata telah melengkapi berkas permohonan.

Selanjutnya pemeriksaan berkas permohonan kemudian diatur dalam Pasal 25

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha

Pariwisata di sebutkan bahwa®:

1.

2.

4.

PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran
usaha pariwisata.

Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP
memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada
Pengusaha Pariwisata.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan
kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat
dalam jangka waktu 2(dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha
pariwisata diterima oleh PTSP.

Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang
ditemukan dalam jangka waktu 2(dua) hari kerja sejak permohonan
pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha

pariwisata dianggap lengkap.

Setelah permohonan dan pemeriksaan berkas telah dipenuhi, Selanjutnya PTSP

menerbitkan TDUP berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Pendaftaran Usaha PariwisataPasal 26 yang menyebutkan bahwa®:

19 Jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha

Pariwisata, pasal 25.
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1. PTSPmenerbitkan  TDUP  untuk diserahkan  kepada  Pengusaha
Pariwisatapaling lambat dalam jangka waktu 1(satu) hari kerjasetelah
permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.

2. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a) Nomor pendaftaran usaha pariwisata;

b) Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

c) Nama Pengusaha Pariwisata;

d) Alamat Pengusaha Pariwisata;

e) Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisatayang
berbentuk badan usaha;

f) Jenis atau subjenis usaha pariwisata;

g) Nama usaha pariwisata; h) Lokasi usaha pariwisata;

h) Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

1) Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada,
untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor
kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;

J) Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha
Pariwisata;

k) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;

I) Tanggal penerbitan TDUP; dan

m) Apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama pengusaha pariwisata
menyelenggarakan usaha pariwisatanya. Setelah pelaku usaha telah memenuhi
prosedur yang telah di tentukan, maka penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menyerahkan TDUP kepada Pengusaha Pariwisata dalam bentuk satu
dokumen TDUP.

2 jurnal Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata, pasal 26.
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D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang
menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema
atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memberikan kerangka metodis
untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi masalah yang diangkat dalam proposal
penelitian ini.Memahami bagaimana Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten Pinrang
dipraktekkan dalam menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi.Penulis berikut
memberikan kerangka teoritis yang dapat mewakili temuan penelitian ini secara

keseluruhan untuk memperjelas deskripsi pekerjaan mereka:
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Peraturan Daerah Kabu

tentang Tanda Daftar Usaha yang menyebutkan kegunaan dari
Pendaftaran Usaha Pariwisata

paten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016

Bagaimana syarat dan prosedur
penetapan pemberian izin usaha
pariwisata di kabupaten pinrang

Bagaimna tindakan hukum pelanggaran
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
tentang Tanda Daftar Usaha pariwisata Di
kabupaten Pinrana

Siyasah
Dusturyah

Gambar 1 Kerangka Berpikir




BAB Il
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif yang menggunakan analisis data
induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, artinya penelitian yang menggunakan
studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini
mengkaji data keseluruhan yang di peroleh baik itu data primr maupun sekunder.
Adapun analisis data dalam pembahasan ini akan di awali dengan jenis penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang akan di gunakan, metode

yang di gunakan serta teknik analisi data yang di gunakan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menganalisis data dngan menggunakan jenis
penelitian kualitatif yang selanjutnya di deskriftifkan dalam penulisan yang
membahas suatu hal secara naturalistik yang bertujuan untuk memperoleh
pemahaman yang inti tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif juga di lakukan
untuk mendapatkan pencerahan atau hasil terhadap suatu penelitian dalam situasi

yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Pinrang.

a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Sebagai badan pelayanan Perizinan
yang bertugas untuk menerbitkan izin usaha.

b) Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang yang salah satu
tugasnya sebagai dinas yang melakukan atau menjalankan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pariwisata.
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2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian yang di perkirakan penulis yaitu satu hingga dua
bulan mendatang dan jika memungkinkan waktunya akan di tambah sesuali
dengan kebutuhan penuis..

C. Fokus Penelitian
Berdasrakan judul yang di angkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini di
pada Implementasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyelenggaraan Dan
Kegiatan Hiburan Di Kabupaten Pinrang.
1. Deskripsi Kabupaten Pinrang
Kabupaten pinrang adalah kota yang terletak di sebelah barat ibu kota
Provinsi Sulawesi-Selatan yang terdiri dari 12 kecamatan dan 39 kelurahan
dan 69 desa, Kabupaten Pinrang juga di kelilingi beberapa kota yaitu toraja,
pare-pare dan perbatasan Sulawsi Barat. Kabupaten Pinrang memiliki
banyak destinasi wisata yang di dalamnya terdapat berbagai macam usaha
yang di jalankan oleh masyarakat di daerah tersebut, di daerah ini usaha
pariwisata termasuk usaha yang banyak di lakukan baik dari bidang kvgiatan
hiburan maupun rekreasi. Selain dari bidang pariwisata daerah ini juga
dalam struktur perekonomiannya berpusat pada lahan pertanian yang
tebentang luas di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Pinrang. adapun Visi
Misi Kabupaten Pinrang yaitu :
a) Visi
Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program
pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan
agropolitan yang di dukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata

kelola pemerintah.
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b) Misi
Adapun misi Kabupaten Pinrang

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang
profesional.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang
berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan
agroindustri.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat
kemandirian lokal.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana
serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.

6. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan,
pancasila dan budaya lokal.

7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

2. Wilayah Pariwisata

Pantai Salopi Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah salah
satu objek wisata yang kurang lebih 43 km arah utara Kota Pinrang. Dengan
banyak Fasilitas yang tersedi. Juga terdapat banyak usaha yang di buat oleh
masyarakat Seperti Rumah makan/Restoran Caf dan tempat hiburan lainnya.
Berada di tempat ini dpat menikmati indahnya pemandangan pantai dan
gunung-gunung serta dapat melihat indahnya matahri terbenam atau sunset.
Yang di apit oleh jejeran pohon kelapa yang tersusun rapi, jalur darat menuju
lokasi ini sangat baik dengan jalanan yang mulus. Jarak dari ibukota
Kabupaten :43 Km

Lokasi / Kecamatan : Lembang
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D. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang sumbernya dari hasil

keseluruhan keterangan yang di peroleh pada saat wawancara yang di lakukan pada
dinas terkait serta beberapa dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun
sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:
1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di dapatkan dari hasil wawancara
langsung dari narasumber dengan melakukan dialog yang di dukung pertanyaan-
pertanyaan untuk menambah keakuratan data yang di perleh. Sumber data penelitian
ini yaitu dari masyarakat yang mendirikan usaha pariwsata di kabupaten pinrang dan
SKPD yang bertugas untuk menangani perizinan di kabupaten pinrang.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang di peroleh dari sumber tidak
langsung atau data yang di peroleh tidak berasal dari subyk penelitian. Data yang
sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui
beberapa media seperti buku-buku, lieratur, laporan jurnal dan dalam situs-situs

internet yang mendukung atau mvmperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini memiliki tujuan utamanya yang di peroleh oleh data-
data yang terkait dengan teknik pengumpulannya yaitu langsung dari lokasi penelitian
(field research) akar data yang di peroleh lebih akurat dan kredibel yang terkait
dengan objek yang akan di teliti., yakni sebagai berikut:
1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang di lakukan pda suatu objek
secara saksama dan cermat serta langsung pada lokasi penelitian, serta dalam

pelaksanaannya peneliti juga mencatat hal-hal yang penting guna untuk
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mengakuratkan data yang di peroleh. Penelitian yang di lakukan juga di lakukan dan
di amati untuk mendukung data analisi penulisan®.
2. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interviw adalah sesuatu intreaksi yang di lakukan penulis yang
berlangsung dalam situasi yang saling berhadapan dengan membahas penelitian yang
terkait, yaitu penulis meminta informasi kepada orang yang memberi informasi yang
mengetahui data yang di teliti.

Pemahaman tersebut memberikan gambaran ketika wawancara di lakukan
sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis. Dalam
informasi yang di hasilkan dari narasumber secara langsung yang merupakan hal
yang paling penting dalam penelitian ini.

Adapun informan dala penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Pinrang
dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) dan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dari alat yang di gunakan
seperti hp atau kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar, vidio bahkan audio
yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhungan dengan
masalah yang di teliti dan akan memperoleh data yang lengkap dan sah serta bukan

berdasarkan fikiran.

2! Ni’matuzahroh dkk, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, (Ce. I, Malang: UMM
Press), 2018, h. 1.

22 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.
50.
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F. Uji Keabsahan Data
Dalam tahap ini peneliti harus berusaha mendapatkan suatu data yang valid
dalam melakukan suatu penelitian kualitatif, sehingga dalam pengujian validasi data
yang di peroleh tidak boleh cacat atau invalid®. Uji keabsahan data dalam penelitain
kualitatif meliputi uji kredibilitas dan uji dependibilitas.
1. Uji kredibelitas (credibility)

Dalam tekhnik ini yang di gunakan untuk menetapkan keabsahan data
atau hasil data yang meyakinkan yang di peroleh di lapangan dapat di percaya
dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi*.

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas.
Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses
penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh
proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau
pembimbing®.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat
aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data
kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis
data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi

penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis

%% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
241.

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
338.

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
337.
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berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis
penulisan®.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh
dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut
Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi
data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan®’. Dalam proses
reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.
Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.la merupakan bagian dari
analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk
ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan
ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu
bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan
menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan
diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk
penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan
bagan.Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.Oleh
karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun

kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

2 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.
209.
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bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak,
tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah
menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang
disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami?®,

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga
menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap
berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model
bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu
matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalambentuk yang
sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis®.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan
“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang
mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi,sehimgga dapat menarik kesimpulan-

kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

%8 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.
2% Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 132.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan mengemukakan dan menjelaskan hal-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan penelitian serta hasil penelitian yang telah di lakukan

baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

A. Syarat Dan Prosedur Penetapan Pemberian lIzin Usaha Pariwisata Di
Kabupaten Pinrang

Salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Pinrang adalah berdirinya
usaha pariwisata di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan mendapatkan
sesuatu yang positif dari hal ini. Pemerintah Kabupaten Pinrang membuat aturan
tentang bagaimana seharusnya usaha pariwisata beroperasi. atraksi wisata yang ada,
dan agar lebih baik mengatur usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Pinrang,
pemilik usaha pariwisata diharapkan memiliki tanda pendaftaran atau izin usaha
pariwisata.

Dasar hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di kabupaten pinrang adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 tahun 2016 Tentang Tanda daftar Usaha
Pariwisata. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berada di bawah naungan Dinas
Pariwisata dan Olahraga Kabupaten pinrang (DISPASPOR).Dalam hal ini Dinas
Pariwisata memiliki hak dan wewenang dalam memberikan syarat dan ketentuan
usaha pariwisata yang layak beroprasi dan memberikan izin usaha pariwisata kepada
penyelenggara usha pariwisata.

Pemilik atau penyelenggara daya tarik usaha harus memiliki izin usaha
pariwisata atau tanda daftar usaha pariwisata karena usaha penyelenggaraan kegiatan
hiburan dan rekreasi termasuk dalam ruang lingkup industri pariwisata seperti yang
tertuang dalam Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 Tentang Tanda daftar usaha

pariwisata.
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Sesuai Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata

adalah® :

a)

b)

d)

f)

Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik
wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata
buatan/binaan manusia.

Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau
mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan
pariwisata.

Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan
untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi
regular/umum.

Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen
perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa
perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan
perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa
pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi
serta pengurusan dokumentasi perjalanan.

Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk
proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai
minuman.

Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan
penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata,
bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang

digunakan untuk tujuan pariwisata.

Opasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata.



9)

h)

)

K)
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Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang
ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena
permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya
yang bertujuan untuk pariwisata.

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok
orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha
sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam
rangka menyebarluasakan informasi dan promosi suatu barang dan jasa
yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita,
feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang
disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan
rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha,
penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau
mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan
olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya
yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan

waduk.

m) Spa adalah usaha perawatan dan pembersihan tubuh yang memberikan

layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-
rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan
tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan

tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
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Dalam penjelasan di atas selain ruang lingkup usaha pariwisata juga terdapat
tujuan izin di keluarkan , Tanda daftar usaha pariwisata juga memiliki tujuan seperti
yang tertuang pada pasal (2) Peraturan daerah kabupaten Pinrang no. 1 tahun 2016
Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata yaitu®" :

a) Menjamin kepastian hukum bagi pengusaha wusaha pariwisata dalam
menyelenggarakan usaha pariwisatanya.

b) Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan
mengenai pendaftaran usaha pariwisata

c) Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Pinrang wajib memberikan
rekomendasi kepada Dinas Perizinan sebelum TDUP diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Seperti yang di katakana dari badan Perizinan Terpadu yaitu ibu Rahmah
dalam wawancara yang di lakukan penulis.*

“dalam melakukan tugas kami menjalankannya sesuai dengan
aturan yang berlaku yang di keluarkan oleh pemerintah yakni Semua izin
yang di keluarkan oleh Badan Perizinan merupakan rekomendasi dari Dinas
Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang dan izin yang di keluarkan
adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan izin dapat di keluarkan apabila
pemohon memenuhi persyaratan yang di rekomendasikan oleh Dinas
Pariwisata”

*!pasal 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata

%2 Wawancara dengan Ibu Rahmah, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 januari 2022
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Adapun alur dan prosedur pengajuan permohonan izin tanda daftar usaha

pariwisata adalah® :

Pemohonmengajukan
permohonan izin
TDUP kepada Bupati
melalui Badan
Perizinan

=

BADAN
PERIZINAN
Melakukan kajian
dokumen persyaratan

BADAN
PERIZINAN

SELESAI

Menerbitkan izin
TDUP

=

DINAS PARIWISATA
Tim teknis melakukan
kajian teknis di lapangan
sesuai dengan persyaratan
tempat

=

KEPALA DINAS
PARIWISATA
Memberikan
rekomendasi penerbitan
izin kepada Kepala
Badan Perizinan

”

Rekomendasi hasil
peninjauan tim teknis
disampaikan kepada

kepala Dinas

Gambar 2 Prosedur Pengajuan Permohonan

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Pinrang.

% Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Pinrang, dalam penelitian
yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2022
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Adapun syarat yang harus di penuhi apabila penyelenggara usaha pariwisata
ingin menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata yaitu harus memiliki®* :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah surat izin yang di keluarkan oleh dinas
perizinan yang tujuannya agar tempat usahanya sah di mata hukum.

2. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) adalah surat izin yang di keluarkan oleh
dinas perizinan yang dimana di buat untuk usaha mikro dan makro yang di
berikan kepada pelaku usaha.

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

4. lzin Lingkungan (AMDAL).

Surat izin lingkungan di perlukan karna usaha pariwisata berisiko sangat
tinggi dengan pencemaran lingkungan karena daya tarik wisata bisanya mengundang
banyak orang untuk berkunjung jadi penyelenggara wisata harus terlebih dahulu
harus mengantongi izin lingkungan (AMDAL).

Setelah penerbitan TDUP, selanjutnya adalah kepengurusan izin usaha
dalam bidang pariwisata yang ada di kabupaten pinrang di buat atau di laksanakan
oleh dinas perizinan yang di atur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal yang mana Pemerintah
memberi tanggung jawab atau kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terapdu Satu Pintu yang di mana tertuang pada pasal 9 ayat 3 untuk
menyusun standar operasional prosedur. Kemudian dari amanah yang diberikan oleh
Peraturan Bupati tersebut, sehingga DPMPTS (Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu) selaku Dinas yang menaungi tentang penyelenggaraan
pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang menerapkan SOP (Standar Operasional
Prosedur) yang telah disusun kepada calon pelaku usaha. Dengan adanya SOP
(Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh DPMPTS (Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) maka untuk memperoleh izin usaha khususnya di

% Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran
Kepariwisataan, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022
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Kabupaten Pinrang harus memenuhi beberapa persyaratan dalam pelayanan
penyelenggaraan perizinan.

Berdasarkanstandar yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Pinrang, syarat dalam
penyelenggaraan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Pinrang untuk izin usaha pariwisata, yaitu:

1. Tanda Daftar Perusahan (TDUP)

2. Surat Izin Usaha Perdagangan

3. Surat Izin Gangguan/lzin Tempat Usaha

4. Surat pernyataan formulir telah diisi dengan benar dan kesanggupan memenubhi
ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala
lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan camat setempat

6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
Adapun kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Rekaman KTP/SIM/PASPOR sebanyak 2 (dua) lembar

2. Pas Foto warna 3 X 4 12 (dua belas) lembar

3. Fotokopi keseluruhan berkas sebanyak 1 (satu) rangkap.

Setelah kelengkapan berkas terpenuhi, pihak dari DPMPTS memberikan
formulir permohonan perizinan bagi calon pelaku usaha pariwisata. DPMPTS
memberikan formulir permohonan perizinan yang terbagi atas dua pelayanan yaitu:

a) Pelayanan perizinan usaha
b) Perizinan penanaman modal.

Setelah melengkapi berkas persyaratan yang ada di atas maka calon
enyelenggara usaha pariwisata dapat melihat mekanisme yang harus di lalui dalam
menerbitkan surat izin usaha pariwisata. Dinas Penanaman Modal telah menentukan

mekanismenya dalam uraian berikut:
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Mekanisme Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang*

pemohon

.. . bagian informasi
izin di memberikan

terbitkan informasi dan
formulir

selesali

bank
pembayaran

retribusi sesuai
skrd

bagian pendaftaran
pemeriksaan berkas
permohonan

tim teknis proses
peninjauan pengadministrasia
lapangan n surat izin

Gambar 3 Mekanisme Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pinrang

Tahapan tata cara penerbitan izin sesuai dengan mekanisme yang telah di terapkan
olen DPMPTSP:

% Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang ,dalam
penelitian yang dilakukan pada tanggal 27 januari 2022
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1. Pemohon langsung ke bagian informasi untuk mendapatkan informasi tentang
izin yang di butuhkan atau yang ingin di buat serta syarat-syarat yang di
perlukan.

2. Setelah itu staf bagian informasi akan memerikan formulir pendaftaran yang
harus dan akan di isi oleh pemohon;

3. Kemudian setelah formulir di lengakapi makan pemohon dapat mengajukan
formulir tersebut ke loket pendaftaran;

4. Selanjutnya staf atau pegawai akan menerima sekaligus memeriksa kelengkapan
berkas, jika berkas yang di maksud lengkap maka akan di registrasi dan
pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak lengkap
akan di kembalikan kepada pemohon untuk segera di lengkapi.

5. Selanjutnya Loket Pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan Perencanaan
Perizinan) akan memvalidasi dokumen pemohon, jika di nyatakan valid maka
akan segera di jadwalkan rapat yang tujuannya untuk segera meninjau lokasi atau
peninjauan lapangan oleh tim tekhnis.

6. Selanjutnya dinas perizinan Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas untuk
peninjauan lapangan.

7. Kemudian Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis,
apabila :

a) Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam
rekomendasi Tim Teknis.

b) Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan dikembalikan disertai
surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis.

8. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL,
SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.

9. Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan pencetakan naskah surat
izin.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan koreksi dan paraf Surat Izin.



44

11. .Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melakukan
penandatanganan surat izin.

12. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Loket Bank Sulsel berdasarkan
surat ketetapan retribusi daerah dari tim teknis.

13. Jika semua langkah telah di lakukan dan Pemohon menerima Surat Izin di Loket
Penyerahan Izin, maka pemohon dapatmvnjalankan usahanya sesuai aturan

ybang berlaku.

Setelah mengetahui mekanisme pelayanan yang di lakukan di dinas
perizinan penulis juga mendengarkan langsung Dalam wawancara dengan lbu
Rahmah adalah staf bidang pelayanan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang menyebutkan bahwa®®:

“ pelayanan di kantor kami sudah cukup mudah karena cukup datang
dan melengkapi berkas karena akan nada petugas yang membantu untuk
proses dan pengecekan berkasnya, dan pemohon di harapkan datang sendiri
untuk membuat izin dan tidak di wakili oleh orang lain”

Dalam mekanisme pelayanan perizinan yang di ada di Dinas Perizinan
masyarakat hanya perlu langsung ke Dinas Perizinan untuk membuat surat izin serta
melengkapi berkas yang di perlukan serta memenuhi syarat-syarat yang di perlukan,
dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pinrang telah memberikan kemudahan kepada
pemohon yaitu dengan mengajukan permohonan melalui website yang telah di
sediakan dan mengupload berkas-berkas persyaratan yang di tentukan oleh dinas
perizinan. Kemudian setelah memenuhi syarat yang ada pemohon hanya perlu
menunggu kabar dari dinas perizinan, jika di setujui maka tim tekhnis akan meninjau
lapangan, tim tekhnis juga akan menentukan perserujuan atau penolakan kepada
pemohon, setelah semua proses yang di lalui dan permohonan di terima makan
pemohon bisa langsung datang ke tempat loket pembayaran untuk membayar

retribusi bangunan dan tempat usahanya berdasarkan perhitungan yang di lakukan

% Wawancara dengan Ibu Rahmah, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 januari 2022
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oleh tim tekhnis, karna di dalam Dinas Perizinan juga telah di sediakan loket
pembayaran Bank Sul-SelBar, Setelah itu masyarakat dapat mengambil surat izin
yang mereka butuhkan di loket penyerahan izin.

Seperti yang dinyatakan oleh ibu Setya Ayu dari Dinas Pariwisata
Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis®’:

“Dengan panjangnya prosedur untuk memiliki izin TDUP bagi usaha
pariwisata, diharapkan penyelenggaraan usaha pariwisata tidak keluar dari jalur
aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tidak bisa dipungkiri masih ada
temuan yang didapatkan di lapangan bahwa adanya usaha pariwisata yang
menyelenggarakan usaha tidak sesuai izin dan menyelenggarakan usaha pariwisata
tanpa melalui proses perizinan”

Dari penjelasan di atas dapat di lihat bahwa banyaknya dan panjangnya
proses untuk memiliki izin usaha pariwisata yang di awasi dengan ketat. Proses ini
juga tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 yang ketentuan-
ketentuannya sebagai salah satu unsur pengendalian usaha pariwisata. Dari hal ini
dapat di harapkan bahwa masyarakat tetap mematuhi aturan-aturan yang ada dengan

mengikuti proses yang telah di tentukan dan di atur dalam undang-undang.

B. Tindakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Tanda Daftar Usaha Priwisata

Dalam penelitian ini membahas tentang usaha pariwisata yang berjalan di
Kabupaten Pinrang yakni di Salopi Kecamatan Lembang. Setahun terakhir ini Salopi
Kecamatan Lembang menjadi salah satu pariwisata yang banyak di kunjungi
masyarakat Daerah Kabupaten Pinrang bahkan orang luar daerah karena peningkatan
usaha yang ada di dalamnya dan banyaknya hal menarik yang membuat rasa
penasaran orang-orang untuk berkunjung. Namun dalam hal ini juga menjadi salah

satu masalah yang dapat menimulkan kesewenang-wenangan pelaku usaha yang

7 Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran
Kepariwisataan, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022
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mendirikan usaha pariwisata tanpa adanya izin usaha atau Tanda Daftar Usaha

Pariwisata dari Dinas Terkait, berikut data-data usaha pariwisata yang memiliki izin

berdasarkan data yang di peroleh penulis selama meneliti:
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a S| Vel Statu at Si KBL | rmoh NEI) || VT uraia | Statu | Inves ga
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saha NIB | NIB Y Y AN zin | 1zin )
ek ek 1zin a
an -
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1349 ;
ng 7 Pariw
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2229 .
ng Pariw
2 .
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isata
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada lima usaha pariwisata

yang berjalan di Salopi Kec. Lembang yang sementara mengantongi izin usaha

pariwisata ada tiga usaha dan dua di antaranya masih dalam proses. Namun penulis

mencatat ada usaha pariwisata yang ada di salopi yaitu :

No Nama Alamat Keterangan Gambar

Usaha

Idea .

1 _ Salopi
aestetic

Carretta Salopi

alopi

2 cabin P




Back ]
Salopi

cafee

Batu .
Salopi

Bubung

48




Bubun )
Salopi

lamba
sagiteori | Salopi

49
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Berdasarkan hal di atas ada 6 usaha pariwisata yang tergolong sudah
beroprasi selama dua tahun terakhir namun tercatat hanya ada 3 usaha yang
mengantongi tanda daftar usaha pariwisata dan dua di antaranya belum dan masih di
proses serta satu di antarnya belum menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata.
Berdasarkan hal tersebut penulis dapat mengatakan bahwa aturan yang berlaku belum
berjalan dengan baik karena masih adanya usaha pariwisata yang sudah berjalan
namun belum mengantongi tanda daftar usaha pariwisata.

Didalam menjalankan tugasnya Dinas perizinan juga berlandaskan pada
aturan-aturan yang berlaku yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini
dinatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha
Priwisata, yag mana di dalamnya terdapat aturan-aturan yang di tujukan pada
penyelenggara usaha pariwisata serta dinas terkait di dalam menerbitkan izin usaha
dan pengawasan usaha pariwisata. Dalam bagian ini di jelaskan faktor hukum,

penegakkan hukum serta akibat huku dalam menjalan kan usaha pariwisata.

1. Faktor Hukum

Secara umum faktor hukum adalah suatu peraturan yang kata-katanya tidak
jelas dalam perumusan pasal-pasalnya yang terbukti telah mempengaruhi penegakkan
hukum terhadap sengketa di indonesia. Di dalam bagian ini di jelaskan mengenai
dasar hukum yang mengatur tentang usaha pariwisata dalam hal administrasi yakni
izin usaha pariwisata.

Dasar hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang
adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata.Peraturan ini mengatur tentang penelenggaraan usaha pariwisata mulai
dari hak dan wewenang dari pihak penyelenggara yaitu Pemerintah Kabupaten
Pinrang, Pemilik usaha, Hingga masyarakat sebagai konsumen usaha pariwisata.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pinrang masih perlu membentuk sebuah
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aturan khusus yang lebih menjelaskan tentang hak dan wewenang dinas pariwisata
selaku pengawas serta pengendalian dan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata,
di karenakan selama tahun 2021-2022 masih ada beberapa usaha pariwisata yang
menyelenggarakan usaha pariwisata hamun tidak mengantongi izin usaha pariwisata,
hal ini dapat di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang agar masyarakat lebih
memperhatikan aturan yang ada dan melasanakan usaha sesuai dengan prosedur yang
telah di tentukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam pengawasannya pemerintah kabupaten pinrang dalam hal ini dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pinrang dan dinas pariwisata
yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha atau penyelenggara usaha yang ada di
kabupaten pinrang baik yang telah memiliki izin usaha bahkan yang tidak memiliki
izin usaha, di dalam tugasnya penulis menemukan bahwa pengawasan di lakukan
tidak berjalan dengan baik karena masih adanya pelaku usaha yang berjalan tnpa izin
usaha, seperti halnya yang di dapatkan penulis dalam penelitiannya bahwasanya dinas
perizinan bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk melaksanakan pengawasan,
namun pengwasan yang di lakukan tidak menyeluruh sehingga masih ada saja
penyelewvngan yang terjadi, namun dalam hal ini dinas pariwisata mengakui hal

tersebut, dan berusaha untuk melaksanakan tugasnya.
2. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum tentang perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di kabupaten Pinrang. Sesuai dengan peraturan di
atas dapat di ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang memegang peranan
penting dan paling utama di dalam mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata
di Kabupaten Pinrang sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan demikian
Pemerintah Kabupaten Pinrang akan menjadi pusat usaha pariwisata yang kondusif
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dengan iklim usaha yang sehat dengan mengikuti aturan yang di berlakukan secara
keseluruhan.

Berdasarkan hal ini, maka pemerintah kabupaten Pinrang telah menjalan
sebagaimana fungsinya yaitu menyediakan layanan untuk menerbitkan perizinan
melalui Dinas Perizinan sesuai dengan yang di rekomendasikan oleh Dinas
Pariwisata.Maka dari itu semua pihak yang ingin menjalankan usaha pariwisata harus
terlebih dahulu mendaftarkan usahanya di Dinas Perizinan lalu dan mengajukan
permohonan penerbitan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas Pariwisata
Kabupaten Pinrang.

Selain dari penerbitan Tanda Daftar Usaha pariwisata yang di amanatkan
oleh perda kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang, adalah mengawasi dan mengontrol
jalannya penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1
Perda kabupate Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata
bahwa:

“Kepala SKPD melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran
kepariwisataan”

Olehnya itu dalam menjalankan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten
Pinrang harus mengawasi serta mengontrol dan menjalankan segala bentuk
pengawasan terhadap usaha pariwisata yang ada di kabupaten pinrang, Pemerintah
Kabupaten Pinrang juga memiliki wewenang untuk membantuk tim u tuk
menjalankan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata di bawah pimpinan kepala
SKPD Kabupaten Pinrang. Namun dalam hal ini Pemerintah Kabupaten pinrang
masih kurang dalam hal pengawasan izin usaha pariwisata di karenakan masih ada
usaha pariwisata yang berjalan dan tidak mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
sehingga efektfitas izin penyelenggaraan usha pariwisata belum berjalan dengan
optimal.
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3. Akibat Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada pelaku atau
penyelenggara usaha pariwisata yang beroperasi secara ilegal atau tanpa surat
keterangan atau izin pendaftaran usaha pariwisata. Sehubungan dengan itu,
Pemerintah Kabupaten Pinrang berwenang untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada
pelaku atau penyelenggara tersebut. Karena Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mengaturnya.
Dalam pembahasan ini, pemerintah mengatur akibat hukum dari menjalankan usaha
pariwisata yang melanggar peraturan yang ada.

Pemerintah Kabupaten pinrang tidak cukup diam dalam hal ini yakni joka
ada saja usaha yang berjalan tanpa adanya izin dari pemerintah, penyelewngan ini
biasanya terjadi karena pemilik usaha tidak mengerti bagaimana cara menerbitakan
izin usaha, atau pemilik usaha lebih memilih tidak menerbitkan izin karena tidak
sempat atau dengan alasan sibuk dalam hal ini penulis menganggap pemilik usaha
memang tidak ingin menerbitkan izin usaha.

Dalam wawancara yang di lakukan penulis oleh dinas pariwisata, Seperti
yang di katakan oleh ibu Setya Ayu dari Dinas Pariwisata kabupaten Pinrang dalam
wawancara yang di lakukan oleh penulis®® :

“dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha yang tidak
memiliki izin namun tetap menjalankan usahanya maka Akibat hukum atau
sanksi hukum yang di terima oleh usaha pariwisata yang legal ataupun yang
melanggar aturan itu sendiri sudah di atur di dalam undang-undang No. 1
tahun 2016 namun dalam penegakkannya dinas pariwisata bekerja sama
dengan dinas PMPTSP untuk melakukan pengawasan kepada semua usaha
pariwisata di kabupaten pinrang”.

Maka dari penjelasan di atas perlu di pahami bahwa Hak dan Kewajiban

pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) juga di atur dalam Peraturan Daerah

** Wawancara dengan Ibu setya Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran
Kepariwisataan, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 27 januari 2022
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Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
BAB V bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pasal (8) yaitu®:
1. Pemilik TDUP Berhak:

a.
b.
C.
d.

Melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang di miliki;
Mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
Mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah; dan

Berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

2. Pemilik TDUP Berkewajiban:

a.

Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

Memberikan pelayanan yang tidak dikriminatif;

Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan
keselamatan wisatawan;

Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang beresiko
tingoi;

Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi
setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam
negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program
pemberdayaan masyarakat;

Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan
dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di
lingkungan tempat usahanya;

Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

¥peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata BAB V bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pasal (8)
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I.  Memlihara kelestarian lingkungan dan budaya;

m. Menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha

kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

n. Menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi

kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan di atas berdasarkan aturan yang ada bahwa pemilik TDUP
berhak dan wajib menaati apa yang ada di dalam aturan tersebut apabila hal itu tidak
di laksanakan dengan baik maka pemilik atau penyelenggara usaha pariwisata akan
mendapatkan sanksi, sesuai dengan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB V bagian
kedua Sanksi Pasal (9) yaitu*’:

1. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah
ini akan di kenakan sanksi administrasi berupa :

a. Peringatan tertulis;

b. Pembekuan sementara TDUP; dan

c. Pembatalan TDUP
2. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan tahapan penerapan sanksi

administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan
bupati.

Setelah mengetahui sanksi administrasi yang di berikan kepada pelaku
usaha yang melanggar perda dan masih belum memperbaiki kesalahan tersebut atau
kesalahan masi berlanjut secara terus-menerus bahkan setelah di beri sanksi
administrasi maka pelaku usaha akan di beri sanksi pidana, hal itu juga di atur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar
Usaha Pariwisata BAB VII Ketentuan Pidana Pasal (12) yaitu*":

“*peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata BAB V bagian kedua Sanksi Pasal (9)

“peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata BAB VIl Ketentuan Pidana Pasal (12)
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Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Peraturan
Daerah ini dincam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sanksi tersebut dan pidananya belum di tetapkan apabila penyelidikan belum

di lakukan, sebagaimana yang di atur tentang tahap penyidikan serta ketentuan

penyidikan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata BAB 1X Ketentuan Penyidikan Pasal (13)

yang berbunyi®? :

1.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah di beri
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang di angkat oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana yang di maksud ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan
dengan tindak pidana tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang, pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana;

*?peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha

Pariwisata BAB IX Ketentuan Penyidikan Pasal (13)
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e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan pensitaan barang bukti
tersebut;

f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas seseorang dan/atau dokumen yang di bawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

I.  Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai
tersangka atau saksi;

J.  Menhentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perllu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa banyak hal yang harus di
perhatikan dalam melaksanakan sebuah usaha paiwisata atau menyelenggarakan
usaha pariwisata, baik itu sebelum melakukan sampai memiliki usaha, memiliki izin
dan menjalalankan usaha, semua itu di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang, karena hal itu sangat penting demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat
dalam keidupan.

Banyak hal yang perlu di ketahui bersama baik itu penyelenggara usaha
pariwisata dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk tetap
menjalankan suatu hal sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar apa yang
ingin di capai terlaksana dengan baik serta pelaku usaha dapat menjalankan usahanya

dengan baik dan di tinjau langsung oleh pemerintah, bahkan dari hal ini pemerintah
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juga akan melaksanakan kewajiban serta tugasnya dengan semestinya di bawah
peraturan yang berlaku.

Adapun kasus yang pernah di temukan oleh Dinas Perizinan dan Dinas
Pariwisata namun hal ini tidak di jelaskan dengan jelas karena hal tertentu, yaitu salah
satu usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pinrang yang di beri teguran secara
tertulis karena adanya laporan dari masyarakat namun setelah teguran di berikan
pemilik usaha langsung mendatangi dinas perizinan untuk melakukan atau membuat
izin usaha namun dalam hal ini dinas perizinan tetap memberi sanksi kepada pemilik
usaha.

Dalam hal ini masyarakat memiliki peranan penting dalam terbentuknya
pemeritahan yang baik dalam menjalankan hukum, menetapkan hukum serta
melakukan pengawasan pada pelaku hukum dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
Pinrang serta masyarakat Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini Pemerintah telah
menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang di atur dalam undang-undang
yang di tetapkan walaupun masih ada saja beberapa hal yang harus lebih di
perhatikan. Namun hal itu dapat di jadikan suatu pembelajaran atau patokan dalam
menjalankan amanah atau tugasnya selanjutnya, dan tidak terjadi lagi di kemudian
hari.

Dalam penelitian ini masalah yang di dapatkan benar adanya namun
terjawab dengan baik dari pihak pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pinrang dan Dinas

Pariwisata dan Olahraga Kabupatn Pinrang.

C. Analisis Siyasah Dusturyah Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Pinrang.

Siyasah dusturyah merupakan bagian figh siyasah yang membahas tentang
masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini penulis juga akan mengkaji

tentang Analisis Siyasah Duturyah Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
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2016 tentang tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang. Siyasah Dusturyah
dalam bidangnya yaitu siyasah tashri’iyah (legislasi) atau kekuasaan legislative yaitu
kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan
ketentuan yang telah di turunkan Allah Swt dalam syariat islam meliputi :
1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang
akan di berlakukan atau di laksanakan dalam masyarakat islam.
2. Masyarakat silam atau kaum muslim yang akan melaksanakannya
3. Isi dari peraturan hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam
syariat islam, dan sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai khalifah adalah
pemerintah.

Dalam sejarah Islam, gelar khalifah digunakan sebagai kepala negara.
Khalifah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang yang aturannya
tidak begitu jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi Allah SWT berhak membuat
undang-undang dengan para rasulnya. Karena Allah tidak membeda-bedakan antara
individu dan pemilik kekuasaan negara, khalifah menciptakan suatu peraturan
perundang-undangan yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran atau Al-Hadits.
Tahapan proses pembuatan ganun, atau undang-undang, Kepala Negara, di sini
Presiden, atau Khalifah dalam Islam, memiliki kewenangan secara modern. sistem
kekuasaan di mana kekuasaan dibangun secara konstitusional.*®

Khalifah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang tidak secara
eksplisit digariskan dalam Al-Qur'an atau Hadis karena dia memegang posisi tertinggi
di negara.olen organisasi Ahlu al-halli wal agdi.Namun, Allah dan Rasul-Nya
memiliki hak untuk membentuk undang-undang dengan kekuasaan dan wewenang
penuh. Sebagaimana Sabda Nab Saw: “Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika
ada suatu permasalahan hukum yang di ajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab,
“Aku memutuskan dengan Kitabullah”. Rasulullah Saw bertanya, jika kamu tidak

menemukan di dalam Kitabullah?, Muadz r.a Menjawab, “Aku akan memutuskan

*®Masdar Farid Mas’udi, Siyasah Konstiusi UUD 1945 Dalam Persektif Islam,
(Jakrta:Pustaka Alvabet,2010), H.77
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dengan sunnah Rasulnya”. Rasulullah Saw bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan
di dalam sunnah rasulnya?, Muadz r.a menjawab, “ Aku akan berijtihad dengan
pendapatku dan aku tidak akan teledor di dalamnya” Rasulullah Saw lalu menepuk-
nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “ Segala puji bagi Allah Yang telah
menunjukkan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.
Terkait dengan hadist di atas maka hal ini berarti kedaulatan yang asli adalah hanya
milik Allah Swt. Apabila terjadi tuntutan perkembangan social mengaharuskan
menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash,
sehingga memperbolehkan kepada seseorang Khalifah atau pemimpin untuk
bermusyawarah bersama Ahlul halli wal’aqdi. Dimana menghasilkan suatu aturan
hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak
terdapat dalam nash.

Di kabupaten pinrang terdapat permasalahan terkait dengan tanda daftar usaha
periwisata dimana pemerintah memegang peranan penting dalam merealisasikan atau
menjalankan suatu kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya.Aturan yang di
maksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.Masyarakat yang menjalankan usaha atau
penyelenggara usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang Mestinya memiliki Surat izin
usaha atau Tanda daftar usaha pariwisata sebelumnya yang di buat berdasarkan istrksi
pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan perizinan sudah
di jalankan berdasarkan hukum islam, dimana pada dasarnya penyelenggara usaha
pariwisata dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, di perintahkan untuk taat kepada
Allah Swt dan Rasulnya, Yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Para pengusaha tempat
rekrasi dan kegiatan hiburan untuk membuka usaha semstinya harus mendapatkan
izin dari Dinas Perizinan dan mendapat Rekomendasi dari dinas Pariwisata dengan
memenuhi Persyaratan yang telah di tentukan atau di sampaikan. Hal ini di lakukan

oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah di tetapkan pemerintah



61

dan mengamalakan ajaran islam yang mana harus menaati perintah pemimpin atau
khalifah.

Perizinan adalah salah satu ruang lingkup hukum islam, salah satunya adalah
hukum public (islam) adalah Al-Ahkan As-Shulthaniyah yang yang membicarakan
tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentara, pajak dan sebagainya.
Berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, system hukum islam menyajikan bentuk
keadilan hukum yang tidak terdapat pada isstem hukum yang lain. Namun, demikian
tidak serta merta system hukum islam dapat di terima oleh para ahli hukum, bahkan
sebagaian menolak dan berusaha mendikreditkan system hukum islam. Dalam
pengurusan perizinan berdasarkan hukum islam yaitu pada dasarnya di perintahkan
untuk taat keada Allah Swt dan Rasulnya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.

Perizinan dapat di kaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai umat
islam yang pada dasarnya di perintahkan untuk taat kepada Allah Swt dan Rasulnya,
yitu ketatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan islam, kepemimpinan
sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan di
pertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang di pimpinnya, namun juga harus
di pertanggungjawakan di kemudian hari di hadapan Allah Swt. Kepemimpinan
sebenarnya bukanlah suatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung
jawab sekaligus amanah yang sanagt berat dan harus di laksanakan dengan sebaik
mungkin. Dalam hal ini Allah Swt berfirman(Q.S. Al-Mukminum 8-11) :
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“ dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan
janjinya, dan serta orang yang memelihara shalatnya, mereka itulah orang yang
akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) firdaus. Mereka kekal di
dalamnya.**

Demikian juga di jelaskan dalam (Q.S An-Nisa’ ayat 59):
2a LAY1 I ls Ot il ) silal s a1 a1 3 Gl il

L2048
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya.*®

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada

Allah Swt dan Rasulullah secara mutlak.Yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah Saw.Wajib taat kepada Ulil Amri selama tidak bertentangan dengan
ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulnya.

Al-Quran dan Hadist adalah sumber hukum islam yang dimana ketika ada
suatu hal yang sedang di perselisihkan atau di permasalahkan antara beberapa pihak
maka harus di kembalikan kepada Al-Quran dan hadist. Kembali kepada Al-Quran
dan Hadist akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat
penuh berkah.

Seorang pemimpin atau Khalifah mewajibkan masyarakatnya agar melakukan
izin usaha terlebih dahulu sebelum mejalankan usahanya, yang manfaatnya kembali
ke masyarakat itu sendiri. Hal ini di sebabkan karena pengawasan serta proses

jalannya usaha akan senantiasa di pantau oleh pemerintah jadi keamanan serta

*Kementrian Agama Republin Indonesia, Al-Quran Al-Qarim dan Terjemahnya.
*Kementrian Agama Republin Indonesia, Al-Quran Al-Qarim dan Terjemahnya.
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legalitasnya terjaga perizinan ini juga memiliki banyak menfaat baik di antaranya
adalah ketenangan dan keamanan usahanya terjaga karena sudah mengantongi izin
usaha. Manfaatnyajuga bisa kembali kepada pemerintah karena pembayaran pajak
dan retribsi usahanya dapat di gunakan untuk pembangunan di daerah teruama di
kabupaten pinrang sebagai objek penelitian ini.

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa penerapan peraturan daerah
mengenai Tanda daftar usaha pariwisata sudah sesuai dengan hukum islam dan
kaidah islam vyaitu ketatan kepada pemimpin. Dalam hasil penelitian juga
memperoleh bahwa pelaku usaha di antaranya sudah ada yang mengentongi izin dan
ada yang belum mengantongi izin usaha hal ini di sebabkan karena kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai izin usaha dan dalam hal ini pemerintah juga

kurang dalam pengawasan terhadap pelaku usaha.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur pembuatan izin usaha pariwisata atau Tanda Daftar Usaha
Pariwisata sudah sangat jelas karena syarat dan ketentuannya juga di atur
dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016. Dan juga telah ada di kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan dalam
pelayanannya pelaku usaha akan di tunjukkan langsung bagaimanaa prosedur
dan syaratnya apabila pelaku usaha sudah ada di kantor dinas perizinan..

2. Tindakan dan Penegakan hukum yang di lakukan pemerintah Kabupaten
Pinrang terhadap pelaku usaha pariwisata telah di laksanakan sesuai dengan
aturan yang ada pemerintah juga dalam hal ini Kepala SKPD mempunya hak
untuk membentuk tim dalam melakukan penegakan hukum serta melakukan
pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha pariwisata namun dalam
pelaksanaanya aturan ini belum terialisasikan dengan baik karena masih ada
pelaku usaha yang melaksanakan atau menjalankan usahanya tanpa adanya
izin dari pemerintah atau tidak menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3. Penerapan peraturan daerah mengenai tanda daftar usaha pariwisata di
kabupaten pinrang sudah menguki syariat islam dan berdasarkan hukum
islam, yakni ketaatan kepada pemimpin, maka dari itu kebijakan ini perlu di
jalankan sebagaimana mestinya dan terus di kendalikan oleh instansi terkait
yang bertanggung jawab terhadap hal ini.
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B. Saran
Setelah melakukan penelitian terhadapTanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Di Kabupaten Pinrang, maka dapat

diajukanbeberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap pemerintah Kabupaten Pinrang dapat lebih memperhatikan
pelaku usaha di Kabupaten Pinrang baik dalam bidang pengawasan,
pengendalian serta pembinaan bagi masyarakat yang akan melakukan usaha
pariwisata. Serta pemerintah dapat melakukan sosialisasi perda terlebih
dahulu agar masyarakat lebih memahami apa yang perlu di lakukan sebelum
melaksanakan usaha pariwisata.

2. Penulis berharap pemerintah lebih fokus menghadapi pelaku usaha di
Kabupaten Pinrang karena di ketahui bersama bahwa Kabupaten Pinrang
termasuk Kota yang memiliki banyak destinasi wisata jadi perlu perhatian
terhadap pemerintah agar pelaku usaha tidak semena-mena melaksanakan

usaha pariwisata yang ilegal dan bisa merugikan masyarakat sekitar.
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